PERATURAN WAKTL PERDANA MENTERI

PENGGANTT PHRATURLN PEMERINTAH

Noe 4/Ex/WiPi tacm 1949,

WAKIL PERDANA MENTERI REPUBLIK INDONESIA,.

Membatja : Peraturan Wakil Perdana Menterl Pengganti Peraturan

Pemerintah
a. No., I/¥k/WPM tahun 1949 tentang Peraturan Pendjualan
Barang-barang Import jang ada dibawah Pengawasan Pe=
- merintah di Sumatera Utara;
b, No, 2/E/VP tahun 1949 tentang Peraturan untuk men=
djadi agen~pembell hasil hutan/hasil bumi daril expoxr-
- teur~exporteur;
¢, No, 2/Ek/WPHM tahun 1949 tentang Peraturan Pendjualan
Barang-barang dengan kupon di oSumatera Utara;

Menimbang : bahwa peraturan-peraturan tersebut perlu disempurnal-an;

lMengingat : pasal 2 Undang-undang Nn, 2 tahun 1949

MEMUTUSKAN

H:nambah/mengutah peraturan-peraturan tersebut sebagai

b’ ..} -k
berikiyt:

Cong mengenal ¢ TURATULRAN PENDJUALAN BARANG-BARANG IMPORT JANG
ATA DIVAVAH PENGAWASAN PEMERINTAH DI SUMATERA
U hid No. 1/Ek/WPM tahun 1949,
a, r.sal 6: 1. dibelakang perkataan’ "dan 2" ditam-
bah "ajat le"
2, bagian kalimat jang berbunji "dapat
disita dan/atau dirampas" diubah mendjadi "ua-
- pat dirampzs".
b, Pasal 8; angka B diganti 9. :
¢, Antara pasal 7 dan Pasal g ditambah pssal 8 ha=
ru jung berbunji : "Perbuatan jang dimakoud da-
lam“pasal 6 dipandang sebagai suatu pelangga~-
ran .

II. Jang mengenai : PERATURAN UNTUK MINDJADI AGEN-PEMBELY HASIL HUTAN/

HASIL BUMI DARI EXPORTEUR No.2/Ex/WEM tahun 1949,

a. Pasal 4 diubah mendjadi oo i
Barang siapa melanggar apa jang dltetapkan da-
lam pasal 1 dan pasal 3, depat dihukum dengan
hukuman kurungan seleama-lamanja 3 bulan atau
denda setinggi-tingginja R 5000.000,~, sedang
barang-barangnja jang bersangkutan dapat diram-
rasq

b. Pasal 5 : angka 5 diganti 6,

¢, Anatara pasal 4 dan pasal 6 &ltawhah pnsal 5 De-
1d jang berbuniji ; WPerbusten Jang dimaksud da-
lam pasal 4 dipsndang s ebagei suatu pelanggara:. .,

ITT, Jang mengenai . -2-



—'z'-

ITT. Jtmg mengenai : PERATURAN PENDJUALAN BARANG~BARANG DENGAN KUPOW
DI SUMATERA UT4RA No, 2/Ek/WPM thn,1949,

a. No. 2/Tk/WH dibatja No, 3/EX/WEM.

b. Pasal 1 : Dimuka perkataan "Dengan peremtarck?

soenig * {1)Y,

Diantara pasal 1 dan pasal 2 ditambah ajat2:

{2). Kupon tersebut dalam ajat (1) dikeluarkan
oleh Komisaris Pemerintah Pusat Untuk Su~
matera Utara dan diberi tenda tangan atau
tjap tanda Bupati/Wall Kota dari -
daerah dimena kupon itu 8erlaku,

(3). Kupon tersebut dianggap sebagai surat un-
tuk membuktikan barang sesuwatu, jang di-
naksudkan dalam pasal 263 dari Kitab Un-
- dang-Undang Hulum Pidana.

c.PBsal 4: Anatara perkataan "menurut" dan "Kitai®
. ditambah: "Pasal 263 dari" :
d., Pasal 5 ajat 2° Bagian kalimat jang berbur ji
"dapat disita dan/atan di:. -

pas" diubah mend jadi "dapat

dirampas".
e, Pasal 7: angka 7 diganti 8. ;
£. Antara pasal 6 dan 8 ditambah pasal T

baru jang berbunji: "Perbuatan-perbu-
atan jeng dimakswd dalam pasal 4 ajat
2, pasal 5 ajat 1 dan 2, dan pesal 6

dipandang scbagai pelanggaran',

IV. Jang nmengenai Peraturan Wakil Perdana denteri
. tanggal 15-10-1949 No. 5.

a. Pasal 6: diubzh mend jadi: Barang siepa tidak me-
menuhi kewad jiban-kewad jiban tersebut
diatas, dapat dihukum dengen hukuman ku-
rungan selama-lamanje 3 bulan atau den-
da setinggg~tingginjs R 1000,000,-- se-
dang berang-barangnja jang bersangkutan

- dapat dirampas. g

bs Pasal 7: engka 7 diganti 8,

SR kan
¢. Antara pasal 6 dan pasal 8 ditambah pasal 7 barfd

sbb: “Perbuatan—perbuata;eggggggizzﬁauﬂ dalanr pa-
sal 6 dipandang sebagai .
Ketetapan ini mulai berlaku pada hari pengumumannja.

KUTsRADJA, 29 OCTUBER 1949.-

AN, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA:
WAKIL PERDANA MENTERI,

Mr, R, SJAFRUDDIN PRAWIRANEGARA,

: Diumumkan
pada tanggal 31 October 1949.

SECRETARIS WAKIL PERDANA MENTERI,

-.= My IMAN SOEDEAHRE ==
- =B

&



PERATURAN WAKIL PERDANA MENTERT

PENGGANTI PERATURAN PEMERINTAH

No. 4/Ex/WPM tahun 1949,

SEEsSsEEx

- i e e =
mIETmRESS

WAKIL PERDANA MENTERI REPUBLIK INDONESIA,

Nembatja 3 Peraturan Wakil Perdana Mentexri Penéganti Peraturan
: Pemerintah : : : _

a. No. 1/Ek/WIFM tahun 1949 tentang Peraturan Pend jualan
Barang~burong Import Jjang ada dibawah Pengawasan Pe-

- merintah di Sumatera Utara; :
%, No, 2/Ek/WEM tahun 1949 tentang Peratursn untuk men-
djadl agen-pembeli hasil hut hasil bumi dari expor-

- teur-exporteur;

¢, No, 2/Ex/WPIl tahun 1949 tantang Peraturan Pendjualan

Barang-barang densan kupon di

umatera Utara;

Menimbang : bahwa peraturan-peraturan tersebut perlu disempurnakan;

liengingat : pasal 2 Undang-undang No, 2 tahun 1949 ;

berikut:

MEMNUTUSKALN:

Megnambah/mengubah peraturan-peraturan tersebut sebagai

I. Jang mengenui ¢ PERATURAN PENDJUALAN BARANG~BARANG IMPORT JANG
ADA DIBAWAH PENGAWASAN PEMERINTAH DI SUMATERA
UTaR4 No. 1/Ek/WPM tahun 1949,

If. Jong mengenai :

& ¢

b,

Pasal 6: 1. dibelakang perkataan "dan 2" ditam~
bah "ajat le

2, bagian kalimat jang berbunji "curat
disita dan/atau dirampas" diubah mendjadi "da-

- pat dirampas',

Pasal 8: angka 8 diganti 9.

Intara pasal 7 dan pasal 9 ditembah pacal 8 na-
ru jung berbunji : "Perbuatan jang dimcisuc doe
1&m"pa$al 6 dipandang sebagai suatu pelancio-
Pan™;

PERATURAN UNTUK MINDJ/DI AGEN-PEMBELL HASIL HUTAN/
HASIL BUMI DARI EXPORTEUR No.2/Ek/WPM tahun 1949,

Q.

-Pagal 4 diubah mendjadi :

Barang siapa melanggar apa jang ditetapken da=-
lam pasal 1 dan pasal 3, dapat dihukum dengen
hukuman kurungan s elama-lamanja 3 bulan atau
denda. setinggi-tingginje R 5000.000,-, sedang
barang-barangnja jang bersangkutan dapat diram-
pas.

Pasal 5 : sngka 5 diganti 6, :
Anatara pasal 4 dan pasdl 6 @itawbhah pasal 5 Da~
i jang berbunji s "Perbuwotan jang dimeksud da-
lam pasal 4 dipendsng s ebagai suatu pelangsgaran'.

IIT. Jang mengenai -2
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III. Jang mengenai : PERATURAN PENDJUALAN BARAHG—B&R&BG DEBGAY KUFOF
DI SUMATERA UT4RA No, 2/EX/WPM thn,1949,

ae No. 2/Ek/WEM dibatTa No, 3/E/WEM.

pb. Pasal 1 Dimuka perkataan “Dengan perstriarah:.

ditulis @ I

Diantara pasal 1 dan pasal 2 ditambah ajat?:

(2}. Kupon tersebut dalam ajat (1) dikeluarkon
oleh Komisaris Pemerintah Pusat Untuk Su-
maters Utara dan diberi fanda tangan at
tjap tanda tangan Rupat ali Kota dari
daereh dimena kupon itu 8erlaku,

(3). Knpon tersebut dianggap sebagai smrat uvn-
tuk membuktikan barang sesuatu, jang di-
naksudikan doalam pasal 263 dari Kitab Un-
dang-Undang Hukum Pidana.
Lo i

c.I%ral 4: Anatara perkataan "menurut" dan "i: oo
~  ditambah: "Pasal 263 dari" :

d&, Pasal 5 ajat 2° Bagian kalimat jans berbunji
"dapat disita dan/atau diram=
pas' diubah mend jadi "dapat

dirampas",
e, Pasal 7: angka T diganti 8,
f. ~ Antara pasal 6 dan B ditambah pasal 7

baru jang berbunji: "Perbuatan~-perbu-~
atan jang dimaksud dalam pasal 4 ajat
2, pasal 5 ajat 1 dan 2, dan pasal 6
dlpundang sebagai pelanggaran"

IV. Jang nengenail Peraturan Wakil Perdane Menteri
. tanggal 15-10-1949 No., 5.

a, Pasal 6: diubzh mend jadi: Barang siepa tidak me-
menuhi kewad jiban-kewad jiban terscbut .
diatas, dopat dihukum dengan hukuman kue
rungan selana-lamanje 3 bulan atau den-

» da setinggg-tingginja R 1000,000,~- se-
dang berang-barangnja jang bersangkutan
- dapat dirampes.
bi Pasal 7: angka 7 diganti 8. Sk
c. Antara pasal 6 dan pasal 8 ditambah pasal 7 baru
sbb: "Perbuatan-perbustan jang dlnaksud dalem pa-
sal 6 dipandang sebagai pelanggaran',

Ketetapan ini mulai berlaku pada hari pengumumannja.

KUT4RADJA, 29 OCTUBER 1949.-
AN, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA:
WAKIL PERDANA MENTERI,

Mr. R, SJAFRUDDIN PRaWIRANEGARA,

] Diumumkan
pada tanggal 31 October 1949,

SECRETARIS WAKIL PERDANA MENTERI,

~.= Mr, INAN SOFDZAHRY =, %
- DO~
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PERATURAN WAKIL PFRDANA MENTERI
PENGGANTY PERATURAN PEMERINTAH
No. 4/Ek/WPM tahun 1949,

e e

e o T D=

WAKIL PERDANA MENTERI REPUBLIK INDONESIA.

Merbatja 1 Peraturan Wakil Perdana Menteri Pengganti Peraturan
Pemerintah

a. Yo. 1/¥/WPM tahun 1949 tentang Peraturan Fend juzlan
Larang-burcng Import Jang ada dibawah Pengawasan re=~

- merintah di Sumatera Utara;

‘ b, No, 2/Ek/ViFll tahun 1949 tentang Peratursa untuk men-
d jadl agen~pembeli hasil hutan h351l humi dari expor-

teur~-exporteur;

c, No, 2/Ek/WPIl tahun 1949 tentang Peraturan Pend jualan ..
Barang-barang dengan kupon di Sumatera Utara;

Menimbang i bahwa.peraturan-peraturan tersebut perlu disempurnakan;
Mengingat : pasal 2 Undang-undang No, 2 tahun 1949
MEMUTUSKAN ¢

k%nambah/hengubah'peraturan-peraturan tersebut sebagai
berikut:
I. Jang meiigenai PunATUHAN PENDJUALAN BARANG=BARANG IMPCRT JANG
ADA DIBAWAH PENGAWASAN PEMERINTAH DI HUMATERA
UTARA No. 1/Ek/WPM tahun 1949,
a. Pasal 6: 1. dibelakang perkataan "dan 2" ditan-
bah aaat let
bagian kalimat jang berbunji "doo b
disita dan]atau dirampas" diubah mendjadi "Ga-
- pat dirampas".
Pagal 8: angka 8 diganti 9.
Ciy “thra pasal 7 dan pasal 9 ditambah pasal 8 ba=

ru jung berbunji : "Perbuatan jang dimaksud de-
lan pa% 1 6 dipandang sebagail suatu pelangga-
ran’g

TT. . Jang mengenai : PERATURAN UNTUK MINDJLDI AGIN~-PIMBELL HASIL HUTA 7/
HASIL BUMI DARI EXPORTEUR No,2/Ek/WPM tahun 1949,

a. Pasal 4 diubah mendjadi
Barang siapa melanggar apa Jjang ditetapkan da-~
lam pasal 1 dan paoal 3, dapat dihukum dengen
hukuman wuoio. a0 g elama=lamanja 3 bulan atau

denda uutlnﬁ*l tlndganJ R 5000.000,~, sedang
barang-barangnja Jjang bersangkutan dapat diram=

ras.,
h. Pasal 5 : sngka 5 diganti 6.

iy Analbarg Ppoaal 4_ dan I Iy =~
asal 6 I*%~hah paanl &
U Jinp | SPITAN E ii s "ﬁwkl el Jang dlmcxhdr,a\l da-

leam pasal 4 i, 5 o sebagai suatu pelanggaran®.

2 IT1. Jang mengenai = -2-
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III. Jung mengenai : PERATURAN PLENDJUALAN BARANG-BARANG DENGANY KUPON
- DI SUMATERA UTARA No, 2/Ek/WPM thn,1949,

a. No. 2/Ex/wWeu dibatja Yo, 3/E3/WPM. g;

b. Pasal 1 : Dimuka perkataan YDengan peremtarcal

aLaITE8 ™ (1) “. :

Diantara pasacl 1 dan pasal 2 ditambah afot::

{2). Kupon tersebut dalam ajat (1) dikelvar~ = n
oleh Komisaris Pemerintah Pusat Untuk Su-
matera Utara dan diberi tanda tangan atau
tjap tanda tangan Bupati/Wali Kota dari
daerah dimena kupon ity Gerlaku,

(3}. Kupon tersebut dianggap sebagaili surat un-
tuk membuktikan barang sesuatu, jang di-
neksudkan dalam pasal 263 dari Kitab Un=-
dang-Undang Hukum Pidana.

c.Pisal 4: Aneatara perkataan "menurut" dan "Kitab"
© T ditambah: "Pasal 263 dari"

d. Pasal 5 ajat 2° Bagian kalimat jang berbunji
"daFat disita dan/ateu diram=
pas" diubah mend jadi "dapat

dirampas".
e, Pasal 7: angka 7 diganti 8.
L. Antara pasal 6 dan 8 ditambah pasal T

baru jang berbunji: "Perbuatan-perbu-
atan jeng dimaksud dalam posal 4 ajat
2, pasal 5 ajat 1 dan 2, dan Pasal 6
dipandang scboagai pelanggaran'.

IV. Jang nengenai Peraturan Wakil Perdana Menteri
. tonggol 15-10-1949 No. 5.
8. Pasal 6: diubah mend jadi: Barang siepa tidak me-
- menuhi kewad jiban-kewad jiban terscbut
diatas, dopat dihukum dengan hukuman ku-
‘rungan selama-lamanje 3 bulan atau den-
da setinggg-~tingginjs R 1000,.000,~- se=
dang barang-barangnja jang bersangkutean
dapat dirampas. :
bs Pasal 7: angka 7 diganti 8, : e
c. dntara pasal 6 dan pasal 8 ditambah pasal 7 baru
sbb: "Perbuatan~perbustan jang dimaksud dalam pa-
sal 6 dipandang sebagai pelanggaran®.

Ketetapen ini mulai berlaku pada hari pengumumann ja.

KUTARADJA, 29 OCTUBER 1949.-
AN, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA:
WAKIL PERDANA MENTERI,

Mr, R. SJAFRUDDIN PRAWIRANEGARA.

Diumumkan
pada tangzal 31 October 1949,

SECRETARIS WAKIL PERDANA MENTERI,

-.= Mr, IMAN SOEDIAHRI =,
; SR 77 SO,




Membat ja

PERATURAN W/KIL DPEPDANA MENTERI

DINGGANTI T77imm ' PEMERINTAH

e e e =

No. 4/Ek/WPM tahun 1949,

e e e by e e o e B ol ey s o e e e
_====== -y

WAKIL PERDANA MENTERI REPUBLIK INDONESIA.

¢ Peraturan Wakil Perdana Menteri Pengganti Peraturan
Pemerintah =
a. No, 1/Ex/WPM tahun 1949 tentang Peraturan Fend jualan
Barang-burang Import jang ada dibawah Pengawssan Pe=
- merintah di Sumatera Utara;
b, No, 2/Ek/WPM tahun 1949 tentang Peraturan untuk men-
djadi agen-pembell hasil hut hasil bumi dari expor=-
- teur~exporteur;
¢, No, 2/Fk/WPH tahun 1949 tentang Peraturan Pend jualan
Barang-barang dengan kupon di Sumatera Utara;

Menimbang : bahwa peraturan—peraturan tersebut perlu disempurnakan;

Mengingat : pasal 2 Undang-undang Nn, 2 tahun 1949 ;

berilnt,

MEMUTUSKAN:

Menambah/mengubah peraturan-peraturan tersebut sebagai

ong mensenal ¢ PERATIGAN PENDJUALAN BARANG-BARANG IMPORT JAUG

ADA T TUAWAH PENGAWASAN PEMERINTAH DI SUMATERA

UT454 do. 1/Ek/WPM tahun 1949,

a, L8l 6: 1. dibelakang perkataan "dan 2" ditem=
bah "o jat lagt

2, bagian kalimat jang berbunji."QAPQt
disita dan’atou dirampas" diubah mendjadi “da-
- pat dirampas”.

b, Paral 8: angka 8 diganti 9.

e, Antara pasal 7 dan pasal 9 ditambsh pasal 8 ba=
ru juig berbunji : "Perbuatan Jjang dimeksud do=.
1am1pasal 6 dipandang sebagal suatu pelangza~
ran", _

I1. Jarg mengenai : PERATURAN UNTUK MINDJADI AGEN-PEMBELI HASIL HURAN/

HASIL BUMI DARI EXPORTEUR No.2/Ek/WEM tahun 1949.
a, Pasal 4 diubah mendjadi : :

Barang siapa melanggar apa jang ditetapkan da=-
lam pasal 1 dan pasal 3, dapat dihukum dengan
hukuman kurungan selema-lamanja 3 bulan atau
denda setinggi-tingginja R 5000.000,-, sedang
barang-barangnja jang bersangkutan dapat diram-

Pes. }
b. Pasal 5 : snugka 5 diganti 6,

¢, Anatara pasal 4 dan pasal 6 d@ltawhah pnsal 5 do-
1u jang betbunji ; "Pexbuatan jeng dimaksud da-
lam pasal 4 dipendang s ebagal suatu pelanggerail”,

(]

ITT. Jang mengenai  -2-
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III. Jtmg mengenai : PERATURAN PENDJUALAN BARANG-BARANG DENGAN KUPOF
DI SUMATERA UTARA Wo, 2/EXx/WPM thn,1949,

a. No. 2/Bk/WPM dibatja No. 3/E/WPM.

b. Pasal 1 : Dimuka perkataan YDengan perambarch’

aatalis " (1) ",

Diantara pasal 1 dan pasal 2 ditambah ajat2:

{2). Kupon tersebut dalam ajat (1) dikelucr . n
olch Komisaris Pemerintah Pusat Untuk . i-
matera Utara dan diberi temnda tangan atau
tjap tanda tangan Bupati/Wali Kota dari
daerah dimane kupon itu 8@erlaku,

{(3). Kupon tersebut dianggap sebagai surat un-
tuk membuktikan barang sesuatu, Jjang di-
naksudkan dalam pasal 263 dari Kitab Un~-
dang-Undang Hukum Pidana.

c,PBsal 4: Anatara perkataan "menurut" dan "Kitab"
T ditambah: "Pasal 263 dari"

d, Pasal 5 ajat 2° Bagian kalimat jang berbunji

"dapat disita dan/atau dirame
pas" diubah mend jadi "dapat
dirampas”.

e, Pasal 7: angka 7 diganti 8. :
f. Antara pasal 6 dan 8 ditambah pasal T

: baru jang berbunji: "Perbuatan-perbu-
atan jang dimokswd dalam pasal 4 ajat

2, pasal 5 ajat 1 dan 2, dan Pasal 6

dipandang scbagai pelanggaran',

IV. Jong mengenai Peraturan Wakil Perdane benteri
a. Pasal 6: diubah mendjadi: Barang siapa tidak me-
menuhl kewad jiban-kewad jiban tersebut
dintas, dopat dihukum dengan hukuman ku-
rungen selama-lamanje 3 bulan atau den-
da setinggg~tingginjz R 1000,000,~-- se-
dang berang-barangnja jang bersangkutan
4 dapat dirampas. :
b; Pasal 7: angka 7 diganti 8, o
¢. Antara pasal 6 dan pasal 8 ditambah pasal 7 baru
sbb: "Perbuatan-perbustan jang dima dalar p* -
sal 6 dipandang sebagai p .

Ketetapan ini mulai berlaku pada hari pengumumannja.
KUPsRADJA, 29 OCTOBER 1949,=

AN, PRESIDEN REPUBLIX INDONESIA:
WAKIL PERDANA MENTERI,

Mr., R. SJAFRUDDIN PRAWIRANEGARA.

Diumumkan
pada tanggal 31 October 1949,

SECRETARIS WAKIL PERDANA MENTERI,

'o% MI‘. M SOEJ&Q&&I =,=-
e 2 @ 07 S




